BUPATI GRESIK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN GRESIK

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GRESIK,

a. bahwa bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan

pelayanan publik, salah satu persyaratan, dibutuhkan

adanya Konfirmasi Status Wajib Pajak;

.bahwa sesuai Lampiran Romawi I. Pencegahan,

angka 57 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Tahun 2015, perlu dilakukan validasi dan konfirmasi
status wajib pajak dalam pemberian layanan publik

tertentu;

. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai tata cara
pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan
penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak
Daerah oleh Pemerintah Daerah diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah;

.bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap

Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Gresik;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor
16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



10.

11.

12.

13.

14.

. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843);

. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112

Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak
Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-
43/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan
Status Wajib Pajak dalam Rangka Pelaksanaan
Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik
Tertentu pada Instansi Pemerintah;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-
04/PJ/2019 tentang Layanan Pajak Tertentu pada
Pelayanan Terpadu

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2018 (Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018
Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8
Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten
Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun

2012 Nomor 8);



Menetapkan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di
Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2015 Nomor 1233);

17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015
tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman
Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik (Berita

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1383);
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP LAYANAN PUBLIK TERTENTU
DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Gresik.

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik.

3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

4. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya
disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh
daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu

untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.



5. Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak
dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib
Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat
NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib
Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
yaing dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan
atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak
dan kewajiban perpajakannya.

7. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat
KPP adalah Instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak
yang berada dibawah yang bertanggung jawab kepada
kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak.

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah
DPMPTSP Kabupaten Gresik.

9. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang

diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman dalam Pelayanan Konfirmasi Status Wajib

Pajak.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

a. memberikan acuan dan prosedur standar dalam
pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak sehingga
terdapat keseragaman dalam pemahaman dan
pelaksanaan prosedur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. sebagai salah satu persyaratan bagi Wajib Pajak guna
mendapatkan Layanan Publik adanya Konfirmasi

tentang Status Wajib Pajak



(1)

(3)

(4)

BAB III
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU
YANG DILAKUKAN KSWP

Pasal 4
Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP
meliputi:
a. Izin usaha perdagangan;
b. Izin usaha hiburan;
c. Izin mendirikan bangunan;
d. Izin usaha restoran; dan
e. Izin trayek.
Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak
mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan
status valid.
Wajib pajak dinyatakan valid apabila Surat
Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung
dicetak melalui sistem Aplikasi KSWP.
Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak wvalid dari
sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan
konfirmasi ke KPP Pratama  Gresik untuk

mendapatkan surat keterangan.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS
WAJIB PAJAK
Pasal 5

Setiap orang atau badan yang melakukan wusaha

dan/atau pekerjaan di Daerah Gresik wajib memiliki

NPWP Cabang/Lokasi yang dikeluarkan oleh KPP

Pratama Gresik.

(1)

(2)

Pasal 6
Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan
publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) adalah DPMPTSP.
DPMPTSP melakukan konfirmasi status wajib pajak
sebelum memberikan pelayanan publik tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).



KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui sistem informasi pada DPMPTSP
yang terhubung dengan Sistem Informasi yang
disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Penyediaan aplikasi sistem informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pajak.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 7
Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh
KPP bekerjasama dengan DPMPTSP dalam bentuk
konsultasi, monitoring dan evaluasi.
Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

menempatkannya dalam Berita Daerah.

Diundangkan di Gresik

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama
NIP.19720411 1991

Muda
011001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 32



